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ADDENDUM PERTAMA
POS INDONESIA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

PT. POS INDONESIA (PERSEROQO)
KANTOR POS SANGGAU 78500

DENGAN

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

TENTANG

PENGIRIMAN KIRIMAN POS SECARA KREDIT

Nomor :

0366/SANGGALYSP/Penjualan/5/08/07/2020

Nomaor ;

W14-A4/592/HM.01.1/VIL2020

Pada har ini Rabu tangpal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Doa Puluh (08-07-2020) | vang

bertanda tangan dibawah im;

1. AHMAD SYARIFUDDIN

2. M. TOYEB, S. Ag., M.H.

Jabatan Kepala Kantor Pos Sanggaa 78500
Npwp 01.001.620.2-705.003. Berkedudukan
di J1 H Agus Salim No, 42 Sanggau, vang dalam
jabatannya mewakili Direksi dan oleh karena 1tu
bertindak untuk dan  atas nama PT. Pos
Indonesia (Persero), yang tercantum dalam Akta
Motaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Jum
1995 yang telah beberapa kah diubah terakhir
dengan Akta MNotanis Nomor 4 tanggal 08
Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh
Arvant Artisart S H.. M Kn. Notaris di Jakarta,
selamjutmya disebut PIHAK PERTAMA

Jahatan Ketua Fcngadil;:n Agama Sanggau
berkedudukan di  J1. Jend Sudirman Sanggau
mewiakili direksi dan oleh karena ity bertindak
untuk  dan  atas nama  Pengadilan  Agama
Sanggau selanjuinya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannva tersebut diatas, sepakat untuk
mengadakan perjanjian kerjasama tentang “Pengiriman Kirtman Pos Secara Kredit” dengan
svarat-syarat serta ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah i

Berdasarkan hal hal tersebut diatas. sesuai dengan kedudukan dan kewenangan ma‘sing MasIng,
PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan addendum pertama Perjanpan Kerja Sama

nomor H_nm.;'l_?"

: cnislan 301405 ; 2 il 2 iri
emmr 0172 SANGGALLSE Ronimmlan 30 2050m2  Tangpal 29 April 2019 tentang Penginiman

hirlman Pos Secara Kredit di ubah sebaga berikut -



Pasal 2 . Tetap
Pasal 3 . Diubah sebagai berikut |

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Layanan Pos dan Pengadilan Agama Sanggaun meliputi -

a. PIHAK PERTAMA memberikan lavanan pos di Pengadilan Agama Sangegau berupa
layanan legabisas: alat bukt pihak berperkara,

b PIHAK KEDUA menvediakan meja khusus lavanan Pos Sanggau kepada PIHAK
PERTANMA.

¢.  Tekmis penyvediaan lavanan pos di Pengadilan Agama Sangeau oleh PIHAK PERTAMA
ditakukan dengan kesepakatan bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

d PIHAK PERTAMA memberikan layanan kepadap PIHAK KEDUA berupa jasa
pengiriman surat/dokumen dan barang kedinasan Pengadilan Agama melalu Kantor Pos
Sanggau untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan di luar Kabupaten Sangeau,

e, PIHAK PERTAMA membuka lavanan pengiriman Salinan Putusan/Penetapan dan atau
Hasil Perkara berupa surat/dokumen kepada pihak berperkara melalw jasa pengirunan
Kantor Pos untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan di luar Kabupaten Sangoau dan biaya
pengiriman di bebankan kepada pihak berperkara

Pasal 4 : Diubah sebaga berikut

Pasal 4
TARIF DAN BIAYA

1. Tarnf vang berlaku untuk semua jenis lavanan Suratpos dan Paketpos adalah tarif vang

k3

berlaku pada PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagai berikut

URAIAN JENIS LAYANAN TARIF JKETERANGAN
Diokimen Lokal City Courier Publish Berat Maximal < 100 gram
Dhakzimen Kilat Khusus Publish Bergaransi
Pakeipos Kilat Khusus Publish Bergaransi
Dokupen Pos Express Publish | Bergaransi
Pakeipos Pos Express ~ Publish | Bergaransi ____

Penginman Suratpos dan Paketpos dengan pelakuan khusus diberlakukan tarif sebesar tanf
dasar dhtambah dengan perlakuan khusus vang telah disepakat oleh kedua belah pihak,
Pelunasan baya penginman dilakukan dengan cara di Transfer ke Rekening atas nama
Kantor Pos Sanggau atau di bavar secara TUNAL

Pembayaran dilakukan cleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnva tanggal 15 (lima belas)

setiap bulan tagihan |, setelah tagihan PIHAK PERTAMA diterima dengan lengkap dan
benar oleh PIHAK KEDUA.  Apabila tagihan PIHAK PERTAMA vang diterima oleh
PIHAK KEDUA kurang lengkap, maka konfirmasi secara tertulis dan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA tentang kekuranglengkapan taethan tersebut diterima oleh
PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tagihan PIHAK PERTAMA
diterima olch PIHAK KEDUA. Apabila konfirmasi secara tertubis darn PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA tentang kekurang lengkapan tagihan tersebut diterima oleh



PIHAK PERTAMA melebihi 3 (tiga) han kerja. maka tagihan PIHAK PERTAMA
dianggap lengkap

5. Denda keterlambatan pembavaran diatas tanggal 15 (lima belas) sampail dengan tanggal 25
dikeniakan denda 1% dari saldo putang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai
akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo putang jatuh tempo.

. Biaya transfer atau biaya admmistrasi Bank lamnya untuk setoran-setoran seperti tecantum
pada pasal 3 ayat 3 menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA

Pasal 5 - Diubah sebagar berikut

Pasal 5
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak melunas: biava pengiriman sepertt vang tersebut pada pasal 3 |
maka dikenakan sanksi. Jika terjadi keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan dan akhir bulan
pembayaran, akan dikenakan pemutusan perjanjian kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA masih diharuskan melunasi kewajibannya dengan denda sebesar 2.5 % (dua
koma lima persen) per bulan

Pasal 6 - Diubah sebagai berikut

Pasal 6
GANTI RUGH

1. Dalam hal terjadi kehilangan Suratpos dan Paketpos vang dikirim oleh PIHAK KEDUA
vang mang kinman tersebut masih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, maka
PITHAK KEDUA akan diberi ganti rug berdasarkan ketentuan vang berlaku pada PIHAK
PERTAMA,

Keterlambatan penyampaian  Suratpos dan Paketpos yang dikuim oleh PIHAK KEDUA
karena kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA akan diberikan ganti rugi berdasarkan
keteniuan vang berlaku pada PIHAK PERTAMA

I-d

Pasal 7 : Diubah sebagai berikut

Pasal 7
FORCE MAJEUR

|. Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan 1s1 perjanjian baik
sebagian maupun keseluruhan, apabila hal tersebut disebabkan oleh sebab kahar (force
majeur),

Schab Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjach diluar
kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru hara, kebakaran dan lain-lain

[



Pasal 8 : Diubah sebagai berikut -

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan perjanjian ini berlaku untuk jangka wakin 2 { dua ) tahun terhitung mula
tanggal Dua Pulub Sembilan Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-04-2019)
sampai dengan tangeal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-
04-2021),

Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan
menerbitkan perjanjian baru atau amandemen terhadap perjanjian im,

3 Pemanpian im tidak dapat diakhin sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal m

tanpa persetujuan tertulis dar kedua belah pihak.

[

Pasal 9 - Diubah sebagai berikut

Pasal 9
PERSELISIHAN

1. Apalnla terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan maka kedua belah pihak sepakat uniuk
menvelesatkan secara musyawarah untuk mencapan mufakat dengan azas kekeluargaan,

Jika perbedaan pendapat atau persehsihan vang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara
tersebut pada ayvat 1 pasal mi maka kedua belah pihak sepakat untuk menvelesaikan melalui
Pengadilan Negen Sanggau,

b

Pasal 10 Dubah sebagar berikut

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu vang belum diatur dalam perjanjian i, demikian pula perubahan atau
penambahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur  dalam Perjanjian
Tambahan { Addendum) vang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian mi

Pasal |1 . Penambahan sebagai berikut

Pasal 11
PENUTUF

Demikian perjanjian int dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya bermateral cukup
1 {satu} dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditanda tangam oleh
kedua belah pihak.



PIHAK PERTAMA, .. PIHAK KEDUA,
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